




A. Latar Belakang 
Hukum Adat adalah hukum yang bersumber dari peraturan-peraturan 
hukum tidak tertulis sampai sekarang tumbuh dan berkembang dan 
dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya karena peraturan-
peraturan ini tumbuh dan berkembang, sehingga hukum adat memiliki 
kemampuan menyesuaikan diri dan elastis di masyarakat adat. Sedangkan 
Masyarakat Hukum Adat yaitu sekelompok orang yang terikat oleh tatanan 
hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena 
kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.
1
 
Pengertian Hukum Adat menurut Soepomo adalah hukum yang tidak 
tertulis di dalam peraturan legislatif meliputi peraturan yang hidup meskipun 
tidak ditetapkan oleh yang berwajib, tetapi ditaati dan didukung oleh rakyat 
berdasarkan atas keyakinan bahwasanya peraturan-peraturan tersebut 
mempunyai kekuatan hukum.
2
 Hukum Adat didefinisikan sebagai suatu aturan 
atau kebiasaan beserta norma-norma yang berlaku di suatu wilayah tertentu 
dan dianut oleh sekelompok orang di wilayah tersebut sebagai sumber hukum 
yang diakui. Ditinjau dari segi pemakaian Hukum Adat diartikan sebagai 
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tingkah laku manusia maka segala sesuatu yang telah terjadi atau yang biasa 
terjadi di dalam masyarakat dapat dijadikan sebagai suatu hukum.
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Hukum Adat merupakan suatu sistem. Sistem Hukum Adat bersandar di 
dalam alam pikir bangsa Indonesia yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: 
1. Hukum Adat tidak tertulis di peraturan perundang-undangan yang 
tidak dapat dimodifikasi dan;  
2. Hukum Adat tidak disusun secara sistematis; 
3. Hukum Adat tidak dihimpun dalam bentuk kitab atau undang-undang; 
4. Putusan dalam hukum Adat tidak berdasarkan pertimbangan tetapi 
lebih cenderung berdasarkan kebiasaan yang ada di dalam masyarakat; 
5. Mempunyai pasal yang tidak dijelaskan secara terperinci.4 
Menurut Van Vollenhoven Hukum Adat mempunyai pembidangan-
pembidangan. Salah satu pembidangannya adalah mengenai hukum waris.
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Soepomo berpendapat bahwa hukum waris adat memuat peraturan-
peraturan yang mengatur proses meneruskan maupun mengalihkan barang-
barang serta harta benda yang mempunyai wujud dan yang tidak berwujud 
(immaterielegoederen), yang diturunkan kepada keturunannya.
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Hal ini menunjukkan bahwa sistem pewarisan dalam hukum adat 
haruslah memenuhi empat unsur pokok, yaitu: 
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1) Adanya harta waris 
2) Adanya Pewaris; 
3) Adanya seseorang atau beerapa orang untuk mewarisi harta waris; dan 
4) Penerusan dan pengoperan harta waris.7   
Sistem pewarisan dalam hukum adat ini juga berlaku di seluruh pulau 
yang ada di Indonesia. Setiap pulau-pulau tersebut memiliki beragam sistem 
kekerabatan dimana setiap pulau dengan daerahnya mempunyai perbedaan 
dan persamaan sistem kekerabatannya.  
Pada masyarakat Sumatera Barat yang menganut sistem matrilinear 
maka yang berhak mendapatkan harta warisan adalah perempuan karena 
perempuan memiliki status yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki.
8
 Adapun 
hal lain yang terjadi juga pada masyarakat di pulau Jawa di mana kedudukan 
laki-laki dan perempuan setara. Sistem kekerabatan yang dibangun di pulau 
Jawa bersifat bilateral, artinya baik pihak laki-laki dan perempuan 
mendapatkan harta warisan yang sama banyak atau tidak ada perbedaan di 
antara keduanya.
9
 Hal lain yang terjadi pada Masyarakat adat Batak Toba di 
Medan, Sumatera Utara yang memiliki sistem kekerabatan yang berpusat pada 
laki-laki (patrilinear). Pada sistem kekerabatan ini harta warisan sepenuhnya 
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merupakan hak dari seorang laki-laki sedangkan pihak perempuan tidak 
dipandang sebagai penerima harta warisan.
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Masyarakat Batak Toba menganut sistem kekeluargaan patrilineal 
yang artinya sistem kekeluargaan ditarik dari garis keturunan ayah (bapak). 
Hal ini menyebabkan derajat laki-laki lebih diakui dari pada perempuan, 
karena laki-laki merupakan penerima atau pembawa marga dari ayahnya; 
sebagai pembawa marga pada sistem kekeluargaan adat Batak Toba maka 
laki-laki harus dapat mempertahankan marga tersebut dan mewariskannya ke 
generasi selanjutnya. Garis patrilineal ini sangat mempengaruhi adat Batak 
Toba dalam melakukan pembagian harta warisan. Banyak masyarakat adat 
Batak Toba yang berada di kampung halaman masih menganut dan berpegang 
teguh terhadap pembagian harta warisan berdasarkan garis patrilineal ini. 
Di dalam hal pewarisan, anak laki-laki biasanya mendapatkan 
pembagian harta warisan yang paling banyak dan anak laki-laki yang paling 
terakhir/bungsu (siampudan) akan mendapat pembagian harta warisan yang 
lebih banyak dan bahkan memperoleh seutuhnya dibandingkan anak laki-laki 
yang berdasarkan urutan kelahiran lebih tua darinya, namun tidak menutup 
kemungkinan jika mempunyai anak laki-laki satu satunya maka anak laki-laki 
tersebut yang mendapat bagian terbanyak. Namun anak laki-laki tersebut 
diberikan akses harta warisan paling banyak dengan syarat yang harus 
dipegang dan dilaksanakan. Syarat yang dimaksud adalah sebagaimana yang 
menjadi petuah adat yaitu tetap tinggal untuk menemani orangtuanya, 
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Anak perempuan dalam masyarakat Batak Toba tidak mendapatkan 
harta warisan ketika salah satu orangtuanya meninggal. Namun anak 
perempuan dapat meminta harta kekayaan dari ayahnya melalui upacara adat 
baik semasa ayahnya hidup maupun meninggal dunia. Pemberian dapat 
dilakukan ayah kepada anak perempuannya selagi masih kecil, berupa harta 
bawaan serta panjarnya yang akan diserahkan di pertunangan anak 
perempuannya. Bagian yang diterima oleh anak perempuan tersebut tidaklah 
dalam pengertian sebagai hak anak perempuan sebagaimana halnya hak anak 
laki-laki mendapatkan warisan. Cara tersebut lebih bersifat himbauan kepada 
anak laki-laki agar memberikan sebagian dari kekayaan yang ditinggalkan 
oleh ayahnya kepada anak atau saudara perempuan. Jika tidak mempunyai 
anak laki-laki maka himbauan itu diberikan kepada paman. Permintaan seperti 
ini harus diajukan oleh perempuan kepada ayahnya yang telah mendekati ajal 
atau juga kepada anak laki-laki ketika orangtuanya telah meninggal dengan 
upacara mebat dan mangindahani.
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Demikian juga jika suami dari perempuan tersebut telah meninggal 
dunia, maka perempuan tidak mempunyai hak atas harta yang terkumpul 
selama suaminya hidup tapi hanya dapat mengelola harta suaminya. Ketika 
perempuan telah bercerai menurut hukum adat Batak Toba tidak diberikan 
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bagian sama sekali harta dari hasil perkawinan karena orang Batak tidak 
mengenal harta bersama. Perempuan tidak dapat berbuat apa-apa karena 
peraturan adat jelas mengatur secara kuat, dan hal ini menyebabkan 
perempuan tidak mendapat pembagian warisan karena tidak dapat meneruskan 
marga dari orangtuanya. Hal ini terjadi karena ketika dia menikah secara tidak 
langsung marga dari orangtua kandungnya akan hilang dan akan mengikuti 
marga dari suaminya. Oleh karena itu perempuan di masyarakat Batak Toba 
sering sekali terabaikan dalam pembagian harta warisan, yang disebabkan 
tidak menurunkan marga dari orangtuanya ke generasi seterusnya. 
Upaya untuk menghilangkan perbedaan perlakuan terhadap anak laki-
laki dan perempuan dalam hal mewaris telah dilakukan oleh pemerintah 
melalui kebijakannya dengan mengeluarkan UU No. 7 Tahun 1984 tentang 
Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap 
Wanita (CEDAW). Pemerintah Indonesia berupaya agar tidak terjadi 
pendiskriminasian antara laki-laki dengan perempuan di muka hukum. Selain 
itu, kedudukan yang sama di muka hukum juga dijamin oleh konstitusi 
Indonesia melalui Pasal 27 UUD 1945 yang menentukan bahwa “Segala 
warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan 
dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada 
kecualinya”.  
Akan tetapi, dalam budaya masyarakat adat yang menganut sistem 
patrilineal maka nilai adat dan tata cara yang mengutamakan garis laki-laki 
dalam pewarisan sangat kental dipegang teguh. Hal ini tentunya berpengaruh 
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terhadap kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi perempuan yang 
menimbulkan ketimpangan terhadap perempuan dan dapat menyebabkan 
perempuan kehilangan jati diri atau otonomi dirinya.
13
  Sementara di sisi lain, 
perkembangan jaman bisa saja perempuan dapat memperjuangkan hak mereka 
atas harta warisan sebab bahwa hukum adat dapat mengalami transisi karena 
dipengaruhi oleh perkembangan yang semakin modern atau masyarakat adat 
Batak Toba terpengaruh atas peraturan perundang-undangan tertulis yang 
dibuat oleh pemerintah.  
Oleh karena itu, untuk mengetahui sejauh mana tradisi mebat dan 
mangindahi dapat menjawab rasa keadilan bagi para perempuan masyarakat 
adat Batak Toba dalam mendapatkan hak-haknya sebagai ahli waris, maka 
penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “HAK 
PEREMPUAN TERHADAP HARTA WARISAN DI MASYARAKAT 
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B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana upacara mebat dan mangindahani dilakukan oleh Masyarakat 
adat Batak Toba sebagai upaya untuk memenuhi kepentingan hak-hak 
perempuan sebagai ahli waris? 
2. Bagaimana Pelaksanaan upacara mebat dan mangindahani bagi 
perempuan masyarakat Adat Batak Toba sebagai bentuk/ upaya untuk 
mendapatkan harta warisan dari orangtuanya?  
 
C. Tujuan Penelitian 
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data yang 
kemudian dianalisis, sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang: 
1. Tata cara upacara mebat dan mangindahani untuk memenuhi 
kepentingan hak-hak perempuan sebagai ahli waris dilakukan oleh 
Masyarakat adat Batak Toba. 
2. Perspektif perempuan Batak Toba terhadap upacara mebat dan 
mangindahani sebagai bentuk/ upaya unuk mendapatkan harta warisan 
orangtuanya. 
 
D. Manfaat Penelitian  







Pengembangan terhadap ilmu pengetahuan hukum, khususnya 
hukum waris adat mengenai pembagian sistem harta warisan adat 
terhadap anak perempuan di masyarakat adat Batak Toba. Selain itu 
juga pengembangan ilmu terhadap hukum dan gender berkaitan 
dengan hak-hak perempuan di dalam hukum dan masyarakat. 
2. Praktis 
2.1 Manfaat Penelitian bagi Masyarakat 
Bagi masyarakat adat di Batak Toba, hasil penelitian ini 
diharapkan dapat dijadikan bahan pembelajaran dan masukan 
dalam melakukan pembagian harta warisan bagi anak perempuan 
dan laki-laki. 
2.2 Manfaat Penelitian bagi Pemerintah 
Bagi pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat 
menjadi masukan dalam rangka melakukan analisis terhadap 
pembagian warisan di masyarakat adat Batak Toba khusunya bagi 
perempuan. 
 
E. Metode Penelitian 
Metode penelitian digunakan untuk memperoleh data secara lengkap 
dan dapat dipercaya kebenarannya, serta untuk memperoleh suatu gambaran 
yang cukup sesuai dengan permasalahan yang dimaksud, sehingga penulis 
melakukan penelitian sebagai berikut. 
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1. Metode Pengamatan 
Metode pendekatan yuridis empiris ialah metode penelitian yang 
bersifat kualitatif. pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang 
menekankan pada proses pemahaman dan perumusan masalah untuk 
melihat perubahan yang terjadi di masyarakat mengenai persamaan 
atas hak waris antara perempuan dan laki-laki  
Pendekatan ini digunakan karena peneliti ingin mendapatkan 
informasi yang luas dari tempat objek penelitian dan mengetahui fakta-
fakta yang terjadi didalam suatu masyarakat. 
2. Spesifikasi Penelitian  
Spesifikasi dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif 
analitis yang artinya adalah mengambil masalah atau memusatkan 
perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat 
penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan 
dianalisis untuk diambil, dan penulis ingin menelaah terhadap 
pembagian harta warisan bagi masyarakat adat Batak Toba dan akses 
perempuan untuk mendapatkan hak atas harta warisan. 
3. Objek Penelitian 
Objek pada penelitian adalah Hak Perempuan terhadap harta 
warisan di Masyarakat Batak Toba melalui Upacara Mebat dan 
Mangindahani 
4. Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data 
Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. 
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4.1 Data primer  
Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara 
langsung dari sumber aslinya melalui suatu studi lapangan yang berupa 
wawancara kepada individu atau kelompok (orang) maupun 
pengamatan dari suatu obyek yang diteliti yaitu upacara Mebat & 
Mangindahani.  
4.1.1 Metode pengamatan  
Pengamatan atau observasi adalah Pengamatan atau 
observasi adalah Pengamatan atau observasi adalah aktivitas 
terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan 
kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena 
berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui 
sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang 
dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian. 
Pengamatan dilakukan terhadap proses upacara mebat dan 
mangindahani sebagai proses mendapatkan harta warisan. 
Dengan mengamati prosesnya. Pengamatan mengenai tata 
upacara, simbol yang dipakai dalam upacara tersebut yang 
berkaitan dengan pemberian harta kepada perempuan, 
pernyataan-pernyataan yang disampaikan dan lain-lain oleh kaum 
wanita terhadap proses tersebut. 
Pengamatan terlibat hanya dilakukan oleh peneliti pada 
upacara mebat secara langsung namun untuk acara mangindahani 
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peneliti tidak terlibat secara langsung, karena untuk upacara 
mangidahani merupakan upacara yang lingkupnya besar 
sehingga sangat jarang dilakukan. Penelitian yang dilakukan 
terpisah karena upacara mebat dan mangindahani merupakan 
upacara yang terpisah. Pengamatan dilakukan dalam waktu 31 
hari terhitung dari tanggal 7 Desember 2017 sampai 6 Januari 
2018. 
4.1.2 Wawancara  
Dalam teknik pengumpulan menggunakan wawancara 
hampir sama dengan kuesioner. Wawancara itu sendiri dibagi 
menjadi 3 kelompok yaitu wawancara terstruktur, wawancara 
semi-terstruktur, dan wawancara mendalam. 
Dalam penelitian ini peneliti memilih melakukan 
wawancara mendalam, ini bertujuan untuk mengumpulkan 
informasi yang kompleks, yang sebagian besar berisi pendapat, 
sikap, dan pengalaman pribadi dari masyarakat yang 
diwawancarai. Untuk menghindari kehilangan informasi, maka 
peneliti meminta ijin kepada informan untuk menggunakan alat 
perekam. Sebelum dilangsungkan wawancara mendalam, peneliti 
menjelaskan atau memberikan sekilas gambaran dan latar 
belakang secara ringkas dan jelas mengenai topik penelitian. 
Wawancara dilakukan dengan bertanya secara langsung 
kepada responden yang bertujuan untuk mengali secara 
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mendalam mengenai proses tata upacara mebat dan 
mangindahani di adat Batak Toba, tentang simbol yang dipakai 
dalam upacara tersebut yang berkaitan dengan pemberian harta 
kepada perempuan serta pernyataan-pernyataan yang 
disampaikan dan lain-lain. 
Penelitian dilakukan dengan melakukan wawancara 
terhadap 2 petuah adat yang ada di kecamatan Pintu Pohan 
Meranti serta kepada perempuan disekitarnya sebanyak 6 orang 
narasumber perempuan yang sebelumnya sudah pernah 
melakukan upacara Mebat dan Mangindahani tersebut.  
4.2 Data sekunder  
Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi 
kepustakaan berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik 
yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum 
dan cara mendapatkan data ini adalah dengan studi kepustakaan. Data 
sekunder meliputi: 
4.2.1 Bahan Hukum Primer 
Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang 
mempunyai kekuatan hukum mengikat, adapun bahan hukum 
primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari: 
a. UUD 1945  
b. Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan 
Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan; 
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c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 
d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM 
e. Putusan Mahkamah Agung No. 179K/Sip/1961 
f. Putusan Mahkamah Agung No.179K/Sip/1961 tanggal 23 
Oktober 1961 
g. Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Persamaan 
Gender 
 
4.2.2 Bahan Hukum Sekunder  
Bahan Hukum Sekunder adalah bahan yang memberikan 
penjelasan mengenai bahan hukum primer antara lain buku-buku 
literatur ilmu hukum, karya ilmiah dari kalangan hukum, jurnal 
hukum, makalah dan artikel, serta bahan lainnya yang berkaitan 
dengan permasalahan dalam penelitian ini. 
4.1.2 Bahan Hukum Tersier 
Kamus Besar Bahasa Indonesia 
5. Pengolahan, Analisis dan Penyajian Data 
Data yang diperoleh dari penelitian yang telah terkumpul 
melalui kegiatan pengumpulan data, kemudian setelah proses 
pengolahan data selesai dan untuk menjawab pertanyaan penelitian 
maka disusun secara sistematis. Selanjutnya dianalisis secara diskriptif 




D. Sistematika Penulisan Skripsi 
Agar mendapat kejelasan secara garis besar dan gambaran tentang isi 
dari penulisan hukum, maka penulis perlu untuk menguraikan sistematika 
penulisan. Dalam penulisan hukum ini penulis membagi menjadi empat bab, 
dimana masing-masing bab diuraikan sebagai berikut: 
Bab I Pendahuluan berisi rumusan masalah, tujuan penelitian, 
kegunaan penelitian dan sistematika penulisan, Bab ini merupakan bab yang 
berisi latar belakang mengenal permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan 
judul yang dipilih, yaitu menyangkut kedudukan anak perempuan dalam 
hukum waris adat pada masyarakat Batak Toba di Kec Pintu Pohan Meranti 
dan akan membicarakan metode penelitian. Merupakan bab yang berisi 
metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ilmiah ini, yang terdiri dari 
metode pendekatan, spesifikasi penelitian, penentuan jenis data dan teknik 
pengambilan sampel, pengolahan, analisis dan penyajian data 
Bab II  membicarakan tinjauan pustaka yang merupakan bab yang 
tersusun atas teori umum yang merupakan dasar-dasar pemikiran, yang akan 
penulis gunakan dalam menjawab permasalahan. Teori-teori umum ini 
merupakan kumpulan pendapat para ahli di bidang hukum waris adat atau 
merupakan bahan dari hasil penelitian sebelumnya 
Bab III  Hasil Penelitian dan Pembahasan merupakan bab yang 
tersusun atas hasil-hasil penelitian yang merupakan kumpulan data-data yang 
penulis peroleh di lapangan dan pembahasan yang merupakan hasil analisis 
penulis terhadap permasalahan yang dihadapi dikaitkan dengan landasan teori 
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dan hasil temuan di lapangan guna menjawab permasalahan yang dirumuskan 
dalam penelitian ini 
Bab IV Penutup merupakan bab yang berisi kesimpulan dan saran. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
